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PUTUSAN
Nomor : 314/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Pl - -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 6408044204990002, No HP 081352423105, Tempat dan
tanggal lahir: Bontang,02 April 1999, umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Jalan Yos Sudorso lll, gang Rejeki 9 Poros, RT.036,
RW. 008, No. 128 C Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut
Penggugat.

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir: Sangatta 06 Januari 1997, umur 23 tahun,
agama lIslam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui,
tempat tinggal di Jalan Pinang Dalam, gang Dananu RT.022,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 17
Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 12 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0334/10/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, .

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
penggugat di Sulawesi selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang
tua penggugat di Gang Rejeki selama 10 bulan.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
bernama : Muhammad Azriel Bin Hadi Setiawan Umur 2 tahun dibawah
asuhan Penggugat.

4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis
namun sejak Awal bulan Oktober 2018, rumah tangga penggugat dan
tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah mau mengasuh Anak saat Penggugat sedang
sakit

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu penggugat terlebih
dahulu, tanpa alasan yang jelas

c. Tergugat sering bertutur kata dan mengancam penggugat untuk
meninggalkan penggugat atau mentalak paenggugat

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan
tergugat terjadi pada Akhir bulan Oktober 2018, yang disebabkan oleh
karena Penggugat mengungkit kembali pemberiannya kepada Penggugat
berupa uang yang telah di berikan kepada Penggugat oleh karena itu antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan
penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
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sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi
penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan
Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat
(Penggugat ).

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang
berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan surat
panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun
kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 20 Juli 2020 dan
tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami
isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalii Gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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A.Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408044204990002 tanggal 3
Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/10/X/2017, tanggal 12
Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur (bukti P.2);

B. Bukti Saksi
1. Yunus K. Ismail bin Ismail, saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahun penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisanh,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa pernah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Dewi Essa bin Mus Essa, saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Pengugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
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- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena

Tergugat sering tidak perduli dengan Penggugat;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan
disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa
Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka Mejelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi
sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara
orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
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kedua atas Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk
memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat
diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan
sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai
dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya
tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh
karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1)
R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg.,
dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar
jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan
tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi
Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan
keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang
berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua)
orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan
keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung
dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat
dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan

setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat,
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bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah
ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2017;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, benar sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun dan harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat
itu tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana
suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah
tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan
Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama
dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama lebih dari 2 tahun,
sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000,
karena tidak mungkin suami isteri berpisah dan tidak saling memperdulikan
tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam
rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat
21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut ( Penggugat dan Tergugat)
tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah
suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut
di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya
ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari
orang terdekat dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan sudah
tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan
pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata
Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Hakim
berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas
adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan
suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan
tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo dapat diterapkan dalil
fighiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid Il, halaman 405,
yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

A G Y Al ggd caa ald Cppaliall alSa e aSla ) 23 00
Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif
atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang
demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang

bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

Jpa¥g yuatV
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Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan
madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak,

sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan

mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk

anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dapat juga diterapkan dalil
syar'i tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :
L s Lagia) (o 5 pciall 93 dae U Ly Lo 7.9 3011yl A g 30 ol 130
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Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan
dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;
dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah
dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil
Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat
agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah
beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Maijelis
Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami H.
Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.l. serta
Achmad Fachrudin, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri
oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi’i,S.Ag.
Hakim-hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I. Achmad Fachrudin, S.H.I.

Panitera,
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Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 356.000,-
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